
BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR ^  TAHUN 2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI 
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

M enimbang

Mengingat

а .  bahwa un tuk  m elaksanakan ketcntuan Pas al 6 Peraturan 
Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 
1 3 0 /Perm entan/SR . 1 3 0 /1 1 /2 0 1 4  tentang Kebutuhan dan 
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk  
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 , perlu 
m enetapkan Peraturan Bupati tentang K ebutuhan dan 
Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor 
Pertanian Tahun Anggaran 2015;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pem bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  
Lingkungan Provinsi Jaw a Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem  
Budidaya Tan am an (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1992 Nomer 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomer 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan K onsum en (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 17 T ahun2003 tentang Keuangan  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 47, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003  tentang Badan  
U saha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003  Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4297);

б .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 0 4  tentang  
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004  tentang  
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
Nomor 118, Tambahan Negara Republik Nomor 4433) 
sebagaim ana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 45 Tahun 2009  tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004  tentang  
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009  Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5073);

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006  tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan K ehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006  
Nomor 92, Tam bahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4660);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009  tentang
Peternakan Dan K esehatan Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 84, Tam bahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) 
sebagaim ana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 41 Tahun 2014  tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009  tentang  
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 38, Tam bahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009  tentang
Perlindungan La h an Pertanian Pangan Berkelanjutan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  
Nomor 149, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5068);

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2 0 1 0  tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2010  Nomor 132, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5170);

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012  tentang Pangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  
Nomor 227 , Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5360);

13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013  tentang
Perlindungan Dan Pem berdayaan Petani (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013  Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5433);

14. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2 0 1 4  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244 , Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim ana  
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014  tentang  
Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 246 , Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor5589);

15. Undang-Undang Nomor 27  Tahun 2 0 1 4  tentang Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 259 , Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5593);



16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014  tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014  Nomor 308 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5613);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pupuk Budidaya Tan am an (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005  tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam  
Pengawasan sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005  tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam  
Pengawasan;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
40 /P erm en tan / OT. 140 / 4 /  2007  tentang Rekom endasi 
Pem upukan N, P Dan K Pada Padi Sawah Spesifïk Lokasi;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43 /P erm en tan /S R . 1 4 0 /8 /2 0 1 1  tentang Syarat Dan 
Tatacara Pendaftaran PupukAn-Organik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
70 /P erm en tan /S R . 1 4 0 /1 0 /2 0 1 1  tentang Pupuk Organik, 
Pupuk Hayati Dan Pem benah Tanah;

22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 6 3 4 /M P P /K e p /9 /2 0 0 2  tentang K etentuan dan 
Tata Gara Pengawasan Barang dan atau J a sa  yang  
Beredar di Pasar;

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
15 /M D A G /P E R /4 /2013  tentang Pengadaan dan 
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
130/P erm entan /SR . 1 3 0 /1 1 /2 0 1 4  tentang Kebutuhan  
Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi 
Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;

25. Peraturan Gubernur Jaw a Tengah Nomor 73 Tahun 2014  
tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk  
Bersubsidi U ntuk Sektor Pertanian di Provinsi Jaw a  
Tengah Tahun Anggaran 2015  (Berita Daerah Provinsi 
Jaw a Tengah Tahun 2014  Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 .

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dim aksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Karanganyar;

k.



3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa  
Tengah;

4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
5. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
6. Kepala D inas adalah Kepala D inas Pertanian Tan aman  

Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
7. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa  

secara kimia, fisika dan atau biologi, dan m erupakan  
hasil industri atau pabrik pem buat pupuk;

8. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari 
tum buhan mati, kotoran hew an d a n /a ta u  b agi an hewan  
d a n /a ta u  lim bah organic lainnya yang telah m em alui 
proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat 
diperkaya dengan bahan minerai d a n / atau  mikroba, 
yang bermanfaat u n tu k  m eningkatkan kandungan h ara 
dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fîsik, 
kim ia dan biologi tanah;

9. Pem upukan Berim bang adalah pem berian pupuk bagi 
tanam an sesu ai dengan sta tu s h ara tanah dan 
kebutuhan tanam an untuk  m encapai produktivitas yang  
optimaldan berkelanjutan;

10. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam  pengaw asan  
yang pengadaan dan penyalurannya m endapat subsidi 
dari Pemerintah untuk  kebutuhan kelom poktani 
d an /a ta u  petani di sektor pertanian;

11. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejum lah  
Pupuk Bersubsidiper Kabupaten /  Kota yang dihitung  
berdasarkan u su lan  dari B upati/W alikota atau D inas 
yang m em bidangi sector pertanian di Kabupaten/Kota;

12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET 
adalah harga Bersubsidi yang dibeli oleh 
petani/kelom pok tani di Penyalur Lini IV yang  
ditetapkan oleh Menteri Pertanian;

13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan  
budidaya tanam an pangan, hortikultura, perkebunan, 
hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan d an /a ta u  
udang;

14. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia  
perseorangan dan /  atau beserta keluargany a yang  
m engusahakan u sa h a  tani dibidang tanam an pangan, 
hortikultura, perkebunan d a n /a ta u  peternakan;

15. Petambak adalah perorangan warga Negara Indonesia  
yang m engusahakan lahan un tuk  budidaya ikan  
d an /a ta u  udang;

16. Kelompok Tani adalah kum pulan petani atau petam bak
yang dibentuk atas dasar kesam aan kepentingan, 
kesam aan kondisi lingkungan sosial, ekonom i,
sum berdaya, kesam aan kom oditas, dan keakraban untuk  
m eningkatkan dan m engem bangkan u sa h a  anggotanya;

17. Pelaksana Subsid i Pupuk adalah Badan U saha Milik 
Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan  
untuk  subsid i pupuk;

18. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesu a i ketentuan  
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan 
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian 
yang berlaku;

f t *



19. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai 
ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang  
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk  
Sektor Pertanian yang berlaku;

20. Rencana Définitif K ebutuhan Kelompok Tani yang  
selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan  
Pupuk Bersubsidi untuk  satu tahun yang d isusu n  
berdasarkan m usyawarah anggota kelom pok tani yang  
m erupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada  
gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi 
pertanian;

21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang  
selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi 
instansi terkait dalam pengaw asan pupuk dan pestisida  
yang dibentuk oleh B upatiuntuk Kabupaten.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal 2

(1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan  
Pupuk Organik yang diproduksi d a n /a ta u  diadakan oleh 
Pelaksana Subsidi Pupuk.

(2) Pupuk An-organik sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
terdiri atas Urea, SP-36, ZAdan NPK.

BAB III

PERUNTUKANDANKEBUTUHANPUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani yang  
m engusahakan lahan dengan total lu as an m aksim al 2 
(dua) hektar atau petam bak dengan lu as an m aksim al 1 
(satu) hektar setiap mu sim  tanam  per keluarga.

(2) Pupuk Bersubsidi sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanam an pangan, 
hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan  
perikanan budidaya.

Pasal 4

(1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesu ai dengan  
anjuran pem upukan berimbang spesifîk lokasi dengan  
m em pertim bangkan u su lan  kebutuhan yang diajukan oleh 
Petani, Pekebun, Peternak dan Petambak berdasarkan  
RDKK yang di setujui oleh Penyuluh Pertanian dan Kepala 
D esa, serta Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan 
setem pat.



(2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaim ana dim aksud pada
ayat (1) dirinci m enurut Kecamatan, jen is, jum lah, sub
sektor dan sebaran bulanan sebagai berikut:
a. alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian sebagaim ana  

tercantum  dalam Lampiran huruf A;
b. alokasi pupuk bersubsidi sub  sektor tanam an pangan  

dan hortikultura sebagaim ana tercantum  dalam  
Lampiran huruf B;

c. alokasi pupuk bersubsidi sub sektor perkebunan  
sebagaim ana tercantum  dalam  Lampiran huruf C;

d. alokasi pupuk bersubsidi sub sektor peternakan  
sebagaim ana tercantum  dalam  Lampiran huruf D;

e. alokasi pupuk bersubsudi sub sektor perikanan  
sebagaim ana tercantum  dalam  Lampiran huruf E;

f. m erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

D inas bersam a kelem bagaan p e^ m lu h an  setem pat wajib 
m elaksanakan pem binaan kepada petani, petam bak d an /a tau  
kelom pok tani dalam  penyusunan RDKK sesu ai lu as areal 
usahatani d a n /a ta u  kem am puan pcnycrapan pupuk  
bersubsidi di tingkat petani, petam bak d a n /a ta u  kelompok  
tani di wilayahnya.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal 6

(1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaim ana  
dim aksud dalam  Pasal 4 terjadi kekurangan dapat 
dipenuhi m elalui Realokasi antar kecam atan dalam Daerah  
lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Dalam hal terjadi perubahan alokasi pupuk bersubsidi 
sebagai akibat dilakukannya realokasi antar provin si 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), ditindaklanjuti 
dengan realokasi antar kecam atan yang ditetapkan oleh 
Kepala Dinas.

(3) Daerah yang mengalam i perubahan alokasi pupuk
bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar 
kabupaten sebagaim ana dim aksud pada ayat (2), wajib 
m enindaklanjuti dengan m elakukan realokasi antar
kecam atan, yang ditetapkan m elalui Peraturan Bupati atau  
realokasi antar kecam atan yang ditetapkan oleh Kepala 
Dinas.

(4) Apabiîa alokasi Pupuk Bersubsidi di su atu  kecam atan
pada berjalan tidak m encukupi, produsen dapat
m enyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah 
bersangkutan dari sisa  alokasi bulan sebelum nya  
d a n /a ta u  dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak 
m elam paui alokasi 1 (satu) tahun.



BAB V

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi 
sam pai ke petani, petam bak d a n /a ta u  kelom pok tani 
melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk  Sektor Pertanian oleh 
Penyalur di Lini IV ke petani, petam bak d an /a ta u  
kelompok tani diatur sebagai berikut:
a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di

Lini IV ke petani, petam bak danj atau kelompok  
tani dilaksanakan sesu ai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dibuktikan  
dengan catatan dan atau nota pem belian kepada  
petani, petam bak dan atau kelom pok tani.

b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaim ana dim aksud  
pada huruf a  m em perhatikan kebutuhan petani, 
petam bak dan atau kelom pok tani dan alokasi di 
m asing-m asing wilayah.

(3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV
ke petani, petam bak d a n /a ta u  kelom pok tani sebagaim ana  
dim aksud pada ayat (2), D inas berkoordinasi dengan  
kelem bagaan penyuluhan tingkat Kabupaten dan 
Kecamatan guna m elakukan pendataan RDKK di 
wilayahnya, sebagai dasar pertim bangan dalam
pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi 
sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 4.

(4) Optim alisasi pem anfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat 
petani, petam bak d a n /a ta u  kelom pok tani dilakukan  
m elalui pendam pingan penerapan pem upukan berimbang 
spesifik lokasi oleh Penyuluh.

(5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke 
petani, petam bak d an /a ta u  kelom pok tani dilakukan oleh 
petugas pengaw as yang ditunjuk sebagai satu  kesatuan  
dari KPPP di Daerah.

(6) D inas yang mem peroleh alokasi dana D ekonsentrasi dan 
Tugas Pem bantuan Kegiatan Pendam pingan Verifikasi dan 
Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015, 
melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk  
bersubsidi setiap bulannya sesu ai ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

(7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (6) dilengkapi dengan  
Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala 
Dinas.

(8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk  
bersubsidi sebagaim ana dim aksud pada ayat (6) dilakukan  
sesu ai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi 
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015  yang ditetapkan  
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



P asa l 8

(1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaim ana dim aksud dalam  
Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di lini IV wajib 
m enjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan  
petani, petam bak d a n /a ta u  kelom pok tani di wilayah  
tanggung jaw abnya sesuai kctentuan peraturan  
perundang-undangan.

(2) Untuk m enjamin ketersediaan pupuk sebagaim ana  
dim aksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk  
berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Tan am an Pangan 
Dan Hortikultura Provin si Jaw a Tengah dan Kepala D inas 
untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai kctentuan  
peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN 
PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

(1) Penyalur di Lini IV y  an g ditunjuk wajib m enjual Pupuk  
Bersubsidi sesuai HET.

(2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaim ana dim aksud pada  
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. Pupuk Urea = Rp 1.800,00 (seribu delapan ratus

rupiah) per kilogram;
b. Pupuk SP -  36 = Rp2.000,00 (dua ri bu rupiah) per

kilogram;
= Rpl .400,00 (seribu empat ratus 

rupiah) per kilogram;
= Rp2.300,00 (dua ri bu tiga ratus 

rupiah) per kilogram;
e. Pupuk Organik = Rp500,00 (lima ratus rupiah) per

kilogram;
(3) HET pupuk bersubsidi sebagaim ana dim aksud pada ayat

(2) berlaku untuk  pem belian oleh petani, pekebun,
peternak dan petam bak di Penyalur Lini IV secara tunai 
dalam kem asan sebagai berikut :

c. Pupuk ZA

d. Pupuk NPK

a. Pupuk Urea = 50 kg;
b. Pupuk SP -  36 = 50 kg;
c. Pupuk ZA = ^0 kg;
d. Pupuk NPK = 50 kg;
e. Pupuk Organik = 40 kg;

Pasal 10

(1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaim ana dim aksud dalam  
Pasal 9 ayat (3) harus diberi label tam bahan berwarna 
mer ah, m udah dibaca dan tidak m udah h ilang/terhapus  
y ang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah 
Bar an g Dalam  Pengawasan



(2) K husus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi 
berwarna merah m uda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi 
berwarna jingga (orange).

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib m elakukan pem antauan  
dan pengaw asan terhadap pengadaan dan penyaluran  
Pupuk Bersubsidi dari Lini I sam pai Lini IV sebagaim ana  
diatur daiam Peraturan Menteri Perdagangan tentang  
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk  
Sektor Pertanian yang berlaku, serta m elakukan  
pengawalan terhadap penyaluran pupuk berubsidi dari 
Lini IV ke petani, petam bak dari/a tau  kelompok tani.

(2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib m elaporkan perkembangan  
realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sam pai ke petani, 
petam bak dan /  atau  kelompok tani setiap bulannya kepada  
Menteri Pertanian sesu ai ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Pasal 12

(1) Bupati m elakukan pem antauan dan pengaw asan terhadap  
penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di 
wilayahnya

(2) Daiam m elaksanakan pem antauan dan pengaw asan  
sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), Bupati m em bentuk  
KPPP yang ditetapkan dengan K eputusan Bupati.

(3) KPPP daiam m elaksanakan tugasnya dibantu oleh 
Penyuluh.

Pasal 13

(1) KPPP wajib m enyam paikan laporan pem antauan dan 
pengaw asan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga  
Pupuk Bersubsidi kepada Bupati.

(2) Bupati m enyam paikan laporan hasil pem antauan dan  
pengaw asan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi 
sebagaim ana dim aksud daiam Peraturan Bupati ini berlaku  
pada Tahun Anggaran 2015.
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Peraturan Bupati ini m ulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang m engetahuinya, m em erintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penem patannya  
dalam  Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar 
Pada tanggal ^9 
BUPATI KARANGANYAR, /̂

#^JULIYATMONOr
Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal 5-9 
SEKRETARIAT DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014  NOMOR ^

Telah Dikoordinasikan

PEJABAT PARAF

1. Asisten Pemerintahan Perekonomian, 
Pembangunan dan Kesra h ,

2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan, Perkebunan dan Kehutanan U


